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Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini
dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan
rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad
SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat
manusia kepada kedamaian dan membimbing Kita semua menuju agama yang
benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul “Peran Komisi Informasi Aceh dalam
Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus YARA dengan PT
Pupuk Iskandar Muda)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai
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TRANSLITERASI
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan

kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
. t dengan
Tidak
1| W 16| * t titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 | < b I'N z titik di
bawahnya
3 < t 18 ., ]
s dengan
4 | & § titik di 191 & | gh
atasnya
5 a j 1] e f
h dengan
6 | C h titik di p1Y O q
bawahnya
71 ¢ kh 2| 3 k
8 | > d 23 | J |
z dengan
9 > z o 24 ¢ m
titik di

vii




atasnya
10 | r 25 | ©
11 J z 26 3
12 | S 27 °
13 | & sy 28 s
s dengan
14 | o7 $ titik di 29 &
bawahnya
d dengan
15 | d titik di
bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
: Fathah a
Kasrah i
’ Dammah u
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b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
é’ Fathah dan ya ai
j’ Fathah dan wau au
Contoh:
xS = kaifa,
J s =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
< /\’ Fathah dan alif atau ya a
& Kasrah dan ya 1
; Dammah dan wau i
Contoh:
Jb =gqala



st =ramd
;s" = qila

Js = yagilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (s) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (s) mati
Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (¢) diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (é) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
U@G\ 1>, :raudah al-agfal/ raudatul atfal
2;;215\ M.\AJ\ : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

ol : Talha



Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn
Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.
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Judul : Kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam

Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi
Putusan KIA Nomor:006/111/KI-PS-SELA/2022)

Tanggal Sidang : 10 April 2023

Tebal Skripsi : 60 halaman

Pembimbing | : Dedy Sumardi, SHI.M.Ag

Pembimbing Il : Zahlul Pasha, M.H

Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Informasi Aceh, PT Pupuk

Iskandar Muda, Sengketa Informasi Publik

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah mengajukan keberatan
informasi publik terhadap PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkait informasi
publik yang dimintakan, namun PT PIM tidak memberikan informasi yang
dimintakan, padahal informasi yang dimintakan adalah informasi yang
bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pihak PT PIM
menyatakan bahwa mereka bukan badan publik yang berhak memberikan data
yang dimintakan oleh YARA kepada pihaknya. Pada proses penyelesaian
sengketa informasi publik ini, Komisi Informasi Aceh (KIA) telah melakukan
upaya nonlitigasi, mediasi dan persidangan pada sengketa informasi publik
antara YARA dan PT PIM dengan putusan sela nomor 037/X/KI-PS-
SELA/2022 dan 006/111/KI-PS-SELA/2022 tanggal 12 April 2022 yang bunyi
amar putusan: menolak permohonan YARA sebagai pemohon informasi
publik pada PT PIM. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah
bagaimana peran Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa
informasi publik antara YARA dengan PT PIM dan bagaimana kesesuaian
kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi
publik antara YARA dengan PT PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam
penelitian skripsi yaitu penelitian hukum normatif, kajian hukum yang

xii



diputuskan oleh hakim melalui proses Pengadilan. Hasil penelitian skripsi ini
menunjukkan majelis hakim komisioner Komisi Informasi Aceh berpendapat
bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi
Informasi Aceh (KIA) tidak mempunyai peran atau wewenang untuk
memeriksa dan memutuskan sengketa informasi tersebut serta Komisi
Informasi Aceh tidak mempunyai peran atau kewenangan dalam menentukan
PT.PIM itu sebagai badan public atau bukan, oleh karena itu KIA menolak
permohonan YARA.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Bahkan saat ini informasi
merupakan hal yang sangat penting dan berharga, dalam level individual
seseorang yang memiliki banyak informasi atau pengetahuan akan menjadi
orang yang penuh dinamika dan kreativitas serta ia akan menjadi (pemimpin
opini) opinion leader di masyarakatnya. Pada tingkat negara/bangsa
dibuktikan bahwa maju tidaknya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan
oleh tingkat penguasaan informasinya. Untuk melindungi kebutuhan dasar
bagi setiap warga negara dalam mendapatkan informasi, negara menjamin
kebebasan dalam mengakses informasi dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai salah satu ciri
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan untuk
mewujudkan cita-cita reformasi. Pemerintah  menerapkan prinsip Good
Governance dalam pemerintahan. *

Konsep good governance dalam penyelanggaraan pemerintahan suatu
Negara merupakan solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut
Bintoro Tjokroamidjojo ada lima unsur utama Good Governance yaitu:
Akuntabilitas (accountability), Transparansi (transparancy), Keterbukaan

(openness), Aturan hokum (rule of law) dan Jaminan fairness level playing

! Tjahjanudin Domai, Hermawan, Leny Yuliani, Perencanaan Pemberdayaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik,
(Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), him. 7.



field (perlakuan adil).? Pada upaya pemerintah dalam mewujudkan Good
Governance disertai dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP.?

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh
dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
berdasarkan Keputusan Presiden No. 85/P Tahun 2013. KI Pusat menurut
pasal 26 ayat 2 memiliki tugas menetapkan prosedur pelaksanaan
penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudkasi nonlitigasi;
menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah
selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota
belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
berdasarkan UU ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Terbitnya UU
Keterbukaan Informasi Publik telah ditindak lanjuti dengan terbentuknya
Komisi Informasi Pusat, yang bertugas mengawasi keterbukaan informasi
publik. Potret keterbukaan akses iInformasi yang telah meningkat
menunjukkan terdapat beberapa badan publik yang mendapatkan
penghargaan.”

Lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia telah mengubah
paradigma pelayanan Badan Publik, terutama dalam hal membuka akses
informasi kepada publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan catatan
yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keterbukaan informasi

publik di Indonesia. Informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Z Tjokroamidjojo, Bintoro, Good Governance, Manajemen Pembangunan, (Jakarta:
Paradigma Baru, 2000), hIm. 40.

¥ Sedarmayanti, Good Governance: Kepemerintahan yang Baik (Bandung: Mandar
Maju, 2012), him. 5

* Syahrul Mustafa, Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, (Mataram:
Guepedia, 2020), him. 19.



Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU
KIP”) adalah: ”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Badan publik dijelaskan sebagai lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Mencermati definisi tersebut,
jelas bahwa fokus dari implementasi UU KIP adalah adanya transparansi
kebijakan publik dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN/D,
dana masyarakat, dan luar negeri. Jadi sangat wajar jika keterbukaan
informasi bagi kementerian menjadi salah satu indikator keberhasilan tata
kelola pemerintahan.®

Informasi publik meskipun terbuka sebagaimana diatur dalam undang-
undang, namun tetap ada kategori-kategori yang berhak mendapatkan
informasi publik tersebut. Pada pasal 4 Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: ayat (1) Setiap orang berhak

memperoleh informasi publik berupa:

® Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
® Website Resmi Kemenag, Mengenal Keterbukaan Informasi Publik, diakses
melalui situs: https://kemenag.go.id pada tanggal 20 Januari 2023.



https://kemenag.go.id/

a. Melihat dan mengetahui informasi publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

memperoleh informasi publik;

c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai

dengan undang-undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.’

Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan wajib
disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon
informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Pada pasal 6 Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik juga mengatur tentang pengecualian informasi-informasi
publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon
informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Kemudian, ada informasi publik
yang wajib diumumkan secara serta merta atau spontan pada saat itu juga oleh
badan publik, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ada juga
informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik.®

Uraian tentang badan publik diatas juga mencakup kepada BUMN,
BUMD dan dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara juga
mempunyal  kewajiban untuk memberikan akses keterbukaan informasi
publik. Hal ini juga sesuai dengan pengertian BUMN dalam Pasal 1 angka 1
jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

’ Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
® Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP, diakses melalui situs: https:/
www.hukumonline.com pada tanggal 20 Januari 2023.




modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN.
Perlu diketahui bahwa BUMN terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persero yang
berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan) dan Perusahaan Umum (Perum),
sehingga bagi BUMN berbentuk Persero tunduk pula pengelolaannya pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.’

Organisasi Non Pemerintahan sebagai Badan Publik, berdasarkan
Penjelasan Pasal 16 UU KIP, lingkup badan publik yang merupakan
organisasi non pemerintah mencakup organisasi non pemerintah, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga
swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola
atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Namun,
pengertian dan cakupan organisasi non pemerintah masih menuai pro dan
kontra. Sebagaimana dikutip dari artikel Pro Kontra Badan Publik Non-
Pemerintah dalam UU KIP, masih terjadi perbedaan tafsir terhadap institusi
atau lembaga mana sajakah yang termasuk sebagai badan publik, khususnya
badan publik non pemerintah.

Pada penelitian skripsi ini penulis fokus mengkaji kewenangan Komisi
Informasi Aceh dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara
YARA dengan PT PIM terkait llegal standing PT PIM sebagai badan publik
yang berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Data awal
penulis temukan yaitu, bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah
mengajukan keberatan informasi publik terhadap PT. Pupuk Iskandar Muda
(PIM) terkait informasi publik yang dimintakan oleh YARA kepada PT PIM,
YARA meminta serangkaian dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan




(AMDAL) kepada PT PIM untuk advokasi terkait dampak aktifitas PT PIM
tersebut terhadap masyarakat, namun PT PIM tidak memberikan informasi
yang dimintakan, padahal informasi yang dimintakan adalah informasi yang
bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UU nomor 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyatakan bahwa mereka
bukan badan publik yang berhak memberikan data yang dimintakan oleh
YARA kepada pihaknya, meskipun data tersebut digolongkan sebagai data
yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang KIP. Pada proses
penyelesaian sengketa informasi publik ini, Komisi Informasi Aceh telah
melakukan upaya nonlitigasi, mediasi dan persidangan pada sengketa
informasi publik antara YARA dan PT PIM dengan putusan sela nomor
037/X/KI-PS-SELA/2022 dan 006/111/KI-PS-SELA/2022 tanggal 12 April
2022 yang bunyi amar putusan: menolak permohonan YARA sebagai
pemohon informasi publik pada PT PIM.

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Komisi Informasi Aceh
dimuat bahwa alasan mengapa PT PIM bukan badan Publik karena
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Negara Rl kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya
dialihkan seluruhnya kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pupuk Sriwidjaja (sekarang PT. Pupuk Indonesia). KIA
mempertimbangkan bahwa sumber modal PT. PIM berasal dari PT. Pupuk
Sriwidjaja, namun tidak membuat PT. PIM berubah menjadi badan publik.
Majelis hakim KIA menilai bahwa penyertaan modal atau holdingisasi PT
PIM dari PT Pupuk Indonesia tidak membuat PT PIM berubah statusnya.

Namun dalam temuan penulis, terdapat yurisprudensi yaitu putusan
Nomor: 060/XI1/KIP-PS-A/2019 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

yang dalam putusannya menyatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk



memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik
yang kedudukan serta latar belakangnya yang sama seperti PT Pupuk Iskandar
Muda, namun mengapa dalam putusan Komisi Informasi Aceh bertentangan
dengan dengan yurisprudensi tersebut.

Pada temuan penulis, juga terdapat Yurisprudensi tentang holdingisasi
perusahaan BUMN, yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 21 P/HUM/2017
yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa holdingisasi berbeda dengan
privatisasi. Dalam holdingisasi, kepemilikan saham mayoritas masih ditangan
Negara melalui BUMN induk, sehingga BUMN yang membentuk anak usaha
BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi perseroan
terbatas biasa. Jika dilihat dari legal standingnya, PT Pupuk Iskandar Muda
(PIM) merupakan perusahaan BUMN dengan seluruh kepemilikan oleh
Negara yang kemudian disertakan dalam PT Pupuk Sriwijaya yang juga
merupakan BUMN dengan seluruh kepemilikan oleh Negara, yang pada saat
dilakukan penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2011).*° Dalam putusan Komisi Informasi Aceh nomor
006/111/KI-PS-SELA/2022, majelis hakim komisioner menolak permohonan
YARA terhadap informasi yang dimintakan pada PT PIM dan juga majelis
hakim komisioner berpendapat bahwa PT PIM bukan dikatakan sebagai badan
public sehingga kedudukan ataupun legal standing dari PT PIM tidak
terpenuhi.

Maka berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya pengkajian lebih
dalam tentang status badan publik PT PIM, oleh sebab itu penulis tertarik

mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

19 peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional.



“Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik (Studi Putusan KIA Nomor: 006/111/KI-PS-SELA/2022”
B. Rumusan Masalah
Layaknya sebuah penelitian, penelitian ini mencoba untuk menemukan
jawaban dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam
menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT
PIM?
2. Bagaimana kesesuaian kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam
menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT
PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor
14 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Informasi Aceh
(KIA) dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA
dengan PT PIM .

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian kewenangan Komisi
Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara
YARA dengan PT PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008.



D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami konteks judul
pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang

dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana
kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok
orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di
bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau
kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenangan untuk
melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
padanya.'

2. Komisi Informasi Aceh

Komisi Informasi Aceh yang selanjutnya disebut KIA adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mengatur
keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya untuk
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi

non litigasi.*?

3. PT Pupuk Iskandar Muda

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) merupakan anak perusahaan PT
Pupuk Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Soeleman
Ardjasasmita, SH nomor 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali
disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia SH, No.10 tanggal
30 Agustus 2019. PIM memiliki dua unit pabrik pupuk urea dan ammonia,

1 (Elly M Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik , (Jakarta: Damsar,
2013), him. 163.

'2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik, him. 3.
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yaitu pabrik PIM-1 dan PIM-2. Pabrik PIM-1 dengan kapasitas produksi
Ammonia sebesar 330.000 ton per tahun dan Urea sebesar 570.000 ton per
tahun, dibangun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984, diresmikan pada
tanggal 20 Maret 1985 dan beroperasi secara komersil sejak tanggal 1 April
1985. Sedangkan pabrik PIM-2 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar
396.000 ton per tahun dan Urea 570.000 ton per tahun mulai dibangun sejak
tanggal 23 Maret 1999 dan beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2005.

4. Sengketa Informasi Publik
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan
publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.**

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki
kemiripan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini,
yaitu:

Nofika Hendra, dengan judul skripsi ‘“Peran Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan
Informasi Publik”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2016. Pada skripsi tersebut membahas
tentang mengenai permasalahan apa sajakah yang dihadapi pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan dan penyediaan
informasi publik dikota tanjung pinang. Hasil penelitian menunjukan bahwa
banyak kendala kendala yang terjadi, mulai dari faktor komunikasi seperti

lemahnya sosialisasi, majemen, pengelolaan, kinerja dan kurangnya sumber

B3 www.pt.pim.go.id, diakses melalui: https://www.pim.co.id/ pada tanggal 16

Januari 2023.
4 Sengketa Informasi, diakses melalui situs: https://disnakerpmptsp.malangkota.
go.id/ pada tanggal 20 Januari 2023.



https://www.pim.co.id/
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daya manusia dalam hal ini adalah PPID dalam menjalankan implementasi
undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, faktor sumber-
sumber seperti lemahnya informasi terhadap aktivitas dan output kinerja pada
PPID, teratasnya fasilitas pendukung didalam kantor PPID, faktor
sikap/disposisi yaitu ketidaktepatan pengangkatan birokrat dalam pembagian
kerjanya, ketidaksesuaian staf dalam menjalankan implementasi ini, tidak ada
tambahan intensif dalam menjalankan implementasi ini, faktor struktur
Birokrasi seperti kurang tertatanya aliran informasi dilingkungan badan
publik, ketidakseragaman dari instansi terkait karena belum mengertinya
tentang keterbukaan informasi publik. Saran atau solusi dari faktor kendala
tersebut perlunya penambahan staf/sumber daya manusia agar lebih
meningkatkan kualitas khususnya di pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi, meningkatkan kinerja pegawai yang diberikan jabatan dalam
menjalankan tugas, perlunya penambahan fasilitas.™

Selanjutnya Tra Novita, dengan judul skripsi “Peran Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Infomasi Publik di
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Metode yang digunakan adalah
metode kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019. Pada skripsi tersebut
membahas bagaimana peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) dalam pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan
Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berperan sebagai
Administrator, Fasilisator, Operator Sistem Informasi, dan Evaluator dalam
hal pelayanan informasi publik, hambatan yang dihadapi oleh PPID Dinas
Perpustakan dan Kearsipan Aceh adalah masih kurangnya kerjasama antara

PPID dengan staf bagian, kurangnya pemahaman pemohon informasi tentang

> Nofika Hendra, Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
dalam pelayanan serta penyediaan informasi publik” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali
Haji Tanjung Pinang, 2016).
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informasi publik, dan tidak lengkapnya sarana pelayanan informasi publik
seperti belum adanya deks layanan langsung dan mesin fotocopy.*®

Khoirul Fikri, dengan judul skripsi “Peran Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik
Di Provinsi Riau”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang
dilakukan pada tahun 2020, pada skripsi tersebut membahas bagaimana Peran
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan
Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukan
bahwa faktor yang menyebabkan keberhasilan atas keterbukaan informasi
publik di Provinsi Riau, seorang kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur
Provinsi Riau, yaitu Gubernur sangat berani untuk terbuka dan memberikan
peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal penyelenggraan
pemerintahan di Provinsi Riau, namun juga terdapat beberapa kendala yaitu
keterlambatan ppid dalam menyediakan informasi, banyaknya ketidak puasan
pemohon informasi dalam menerima jabatan informasi yang diajukan
sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan termohon informasi, dan
juga tidak sepenuhnya memberikan informasi atau informasinya tidak
transparan dan terbuka.'” Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis
temukan pada kajian penulis pustaka, belum ada penelitian mendalam
mengenai “Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan KIA  Nomor: 006/I11/KI-PS-
SELA/20227).

'® Ira Novita, Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam
pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh, (Skripsi, UIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

7 Khairul Fikri, Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam
pelayanan dan penyediaan informasi publik di provinsi Riau, (Skripsi, UIN Syarif Kasim
Riau, 2020).
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F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang
lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan
permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam
penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai
penelitian doktrinal (doctrinal research) vyaitu suatu penelitian yang
menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in
the book), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses
Pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian,
maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian
deskriptif analistis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek
penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan,
menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran
jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan Komisi Informasi Aceh
dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT.
PIM yang dikaji pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang

diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan

hukum primer, sekunder dan tersier.*®

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), him 134,
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a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk
dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau
badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan
berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh
aparat negara.’® Data dari pemerintah yang berupa dokumen-
dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di
antaranya:

1) Undang — Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14
Tahun 2008;

2) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2011 (PP 54/2011) tentang
Penyertaan Modal Negara RI kedalam PT. Pupuk Iskandar
Muda;

3) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara Pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat
berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan
sebagainya.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.?

3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

19 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press,
2013), him. 67.

% Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 157.
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mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku
literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan
perundangan-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan
diteliti.

b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk
variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah
dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data yang
berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah tentang fungsi dan
kewenangan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah
menjadi dokumen atau instansi. Dalam penelitian dokumentasi dengan cara
meneliti sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian tersebut.?
5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut
terkumpul.

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang
menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber al-Quran dan
as-Sunnah.

c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan

logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan

2L Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him.236.
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kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses
penelitian.?
6. Metode Analisis Data
Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif
yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang
khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan
Penyajian metode ini penulis dapat menyaring atau menimbng data yang ada
dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di
dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil
studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik untuk
selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang
berkaitan.?®
7. Pedoman Penulisan Skripsi
Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah
buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi ini
dalam bentuk bab-bab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk
lebih mudah dalam memahami masalah ini, penulis membagi kepada empat

bab, yaitu:

?2 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke
Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 203.

® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI,
(Bandung: Alfabeta CV, 2014), him. 240.
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Bab | dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan
istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik
pengumpulan data, bahan hukum, teknik analisis data, dan pedoman penulisan
skripsi serta sistematika penulisan.

Bab 11 dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan yang meliputi
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perundang-Undangan yang meliputi:
pengertian informasi publik, pengertian dan ruang lingkup komisi informasi,
penyelesaian sengketa informasi publik  dan aturan- aturan tentang
keterbukaan informasi publik.

Bab I11 dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian penulis
yaitu analisis kewenangan komisi informasi aceh dalam menyelesaikan
sengketa informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda,
meliputi yaitu: Profil Komisi Informasi Aceh, kronologis sengketa informasi
publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda dan analisis
kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam menyelesaikan sengketa
informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda.

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup Yyang

menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian.



BAB DUA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Informasi Publik
1. Pengertian Informasi Publik

Istilah informasi dalam ungkapan sehari — hari dapat diartikan bahwa
informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian
disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi.
Kata informasi memliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi
sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan — kegiatan tereinformasi.
Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah
sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Dalam Pasal
1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik mendefinsikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan,
gagasan, dan tanda — tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa
data maupun fakta yang dapat di dengar, diliihat, dan dibaca dalam berbagai
format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara
elektronik dan/atau non-elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang
dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna
mengambil keputusan yang tepat.?*

Dalam hubungan sistem informasi definisi Informasi menurut Teskey
adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan kepada orang lain
baik dalam bentuk lisan, media, video, dan lain sebagainya. Menurut Gordon

B. Davis Informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang

?* Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan
Aplikasi Proses Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, (Bandung:
CV. Alfabeta, 2016), him. 235.
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telah diolah menjadi sebuah bentuk yang dapat bermanfaat dan berarti bagi
penerima dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang.”®

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang diutarakan diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan
pengetahuan berbagai objek, data, maupun dokumen yang dikomunikasikan
dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital. Pengertian dari informasi publik
adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau
diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainya yang
sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku serta informasi
lain yang berkaitan dengan informasi publik.%®

2. Pengertian Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh ‘dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.?’

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga
eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang
mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup

pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang

® Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian |
Pengantar, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), him.7

26 Marbun, Hukum Administrasi Negara 1, (Jakarta: Ull Press, 2004) him. 36.

27 Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan,
serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang
sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip
keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta
masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu
prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.?
3. Jenis-Jenis Informasi Publik
Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan secara berkala
Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara
berkala Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau
mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam
Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-kurangnya terdiri atas
informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang
program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik, ringkasan informasi tentang Kinerja dalam lingkup
Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan berserta capaiannya, ringkasan laporan
keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang
peraturan, keputusan, dan/atau Kkebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi
tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi

publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan dapat

%8 \Website Resmi, diakses melalui: https://ppidkemkominfo.wordpress.com/badan-
publik/, pada tanggal 19 Februari 2023.
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dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan
Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari
Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik.
Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.”®
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan
Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau
Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan
perjanjian kerja dengan pihak lain yan kegiatannya berpotensi
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib
memiliki standar pengumuman informasi serta merta.*
c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat
sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri
atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentan peraturan,
keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang

organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik.

% Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
% 1bid.,
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d. Informasi yang dikecualikan.

Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama
bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih
besar daripada  membukanya atau sebaliknya. Informasi yang
dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara,
informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang
dapat mengungkap rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat
kepentingan persaingan bisnis.

4. Tujuan Informasi Publik
Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 Angka 1-7 menyatakan bahwa:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan = publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan
keputusan publik.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik.

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang
transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

e. Mengetahui alasan kebijaka publik yang memengaruhi hajat hidup

orang banyak.
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f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.

5. Hak dan Kewajiban terhadap Informasi Publik

Setiap individu  maupun kelompok dalam suatu kehdiupan
bermasyarakat sangat perlu dengan adanya hak dan kewajiban mereka guna
mengetahui batasan-batasan apa saja yang dapat dilaksanakan dan yang tidak
boleh dilaksanakan, tidak terkecuali dengan informasi publik itu sendiri.®* Di
dalam informasi publik sendiri ada namanya pemohon informasi publik,
pengguna informasi publik, dan badan publik ketiganya sangat bersangkutan
dalam proses berjalanya informasi publik hingga saat ini, dan ketiganya pun
juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam porsinya sebagai
berikut:

a. Hak Pemohon Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Angka 1-4 menyatakan bahwa:

pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang

mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang, oleh karena itu hak dari pemohon informasi publik

sendiri ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2) Setiap orang berhak : Melihat dan mengetahui informasi

publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk

31 pawit M. Yusuf, llmu Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), him 11.
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umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan
salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan
Undang-Undang ini, dan/atau, menyebarluaskan informasi
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan
permintaan informasi publik disertai alasan permintaan
tersebut.

4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan
ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik
mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.*

b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 5 Angka 1-2
menyatakan bahwa pengguna informasi publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur oleh Undang-
Undang ini, penguna informasi publik juga mempunyai kewajiban
yang harus dijalankan yaitu :

1) Pengguna iInformasi publik wajib menggunakan informasi
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber
darimana ia memperoleh informasi publik baik yang digunakan
untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Badan Publik
Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Anga 1-3 menyebutkan bahwa

%2 Ade Suhendar, Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal, Komisi Informasi Jawa
Tengah, Tahun 2010.
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badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokonya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara yang sebagian atau seluruh dananya dari anggaran pendapatan
dan belanja negara atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.>® Badan publik juga memiliki hak dan
kewajiban yang harus dijalankanya yaitu sebagai berikut:

1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik
apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik
sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah:

a) Informasi yang dapat membahayakan negara.
b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dan persaingan tidak sehat.
c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau,
e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
d. Kewajiban Badan Publik
Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 menyatakan bahwa Badan

publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

% Marbun Muh Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: Liberty, 2007), him. 45.
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informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuali
dengan ketentuan. badan publik wajib menyediakan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan
kewajibanya badan publik harus membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan
publik wajib memberikan pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik. Pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan antara
lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau
pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi
kewajibanya badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media
elektronik dan nonelektronik. Kewajiban badan publik yang berkaitan
dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi  publik
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.®
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam memperoleh suatu informasi publik tentu saja terdapat tata cara

atau mekanisme yang harus dilakukan oleh pemohon maupun pengguna

informasi  publik itu sendiri supaya tidak terjadinya kesalahan atau

penyimpangan disaat mendapatkan informasi publik tersebut, dan dalam

mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip

cepat, tepat waktu, dan biaya ringan yaitu sebagai berikut pada Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 22 Angka 1-4 menyatakan bahwa:®

% Gunawan, Arti Penting Keterbukaan Informasi Hak Guna Usaha. (Jakarta:

Kumparan, 2019), him 10.

% Ibid, him. 12.
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a. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan
untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait
secara tertulis atau tidak tertulis.

b. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi
publik, subjek dan format informasi serta cara menyampaikan
informasi yang diterima oleh pemohon informasi publik, badan
publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi
publik yang diajukan secara tidak tertulis, badan publik terkait
wajib memberikan tanda bukti permintaan peminta nformasi
publik sebagaimana dimaksud sebelumnya berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima, dalam hal permintaan
disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor
pendaftaran diberikan saat penerimaan pemohon, dalam hal
permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersama dengan pengiriman
informasi.

c. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya badan
publik yang bersangkutan wajib memberikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah
penguasaanya ataupun tidak, badan publik wajib memberitahukan
badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila
informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan
badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta, permintaan atau penolakan permintaan
dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17, dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan, dalam hal

suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya, alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan dan/atau, biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

d. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu
untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya
dengan memberikan alasan secara tertulis dan ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan

Publik diatur oleh Komisi Informasi.®

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Komisi Informasi

Dalam Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa “Komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.” Dalam artikel juga
menerangkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terdapat fungsi, tugas,
wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi, kemudian juga tata cara
pembentukan, proses rekruitment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga

Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.*’

% Agus Setiaman, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Kajian
Komunikasi, Jurnal, Tahun 2013, him. 2.
37
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1. Kedudukan Komisi Informasi

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-
kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang
menempatinya. Ditinjau dari sudut tertentu kedudukan adalah posisi seseorang
atau sekelompok orang dalam suatu kelompok social (organisasi-komunitas)
sehubungan dengan orang-orang lain dari kelompok itu sendiri.*®

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 24 Angka 3 dan 4 menjelaskan mengenai
“kedudukan Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
Komisi Informasi Pusat sendiri berkedudukan di ibu kota Negara, sedangkan
Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Komisi
Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, sedangkan
dalam Susunan anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang
mencerminkan unsur dari pemerintah dan masyarakat, kemudian untu anggota
Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota
berjumlah 5 (lima) orang juga mencerminkan pemerintah dan masyarakat.
Komisi Informasi sendiri dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan
didampingi oleh seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota.
Ketua dan wakil ketua dipilih dari para anggota Komisi Informasi itu sendiri.

2. Tugas Komisi Informasi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kterebukaan Informasi Publik telah’ mengatur tugas dari Komisi Informasi

dalam wilayah pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota sebagai berikut:

% Koentjoroningrat, “Arti Definisi Pengertian, Makna Kedudukan, Media Kompas,
(Selasa, 9 September 2014), him.7.
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a. Komisi Informasi bertugas:

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 Angka 1-3 menyatakan

bahwa:

1) Menerima, memeriksa, dan  memutus  permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap
pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana
telah dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik.

3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

b. Komisi Informasi Pusat bertugas:

1) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

2) Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik
di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, dan

3) Memberikan laporan mengenal pelaksanaan tugasnya
berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau
sewaktu-waktu diminta.

4) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus
sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.

3. Fungsi dan wewenang Komisi Informasi
Dalam Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 Angka 1 menyatakan bahwa: Komisi
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Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi serta Komisi Informasi
Kabupaten/Kota berfungsi menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan Sengketan Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi memiliki
wewenang sebagai berikut:

a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik  terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan sengketa informasi publik.

c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun
pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa
informasi publik.

d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keteranganya dalam
ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, dan

e. Membuat kode etik yang dirumuskan kepada publik sehingga
masyarakat dapat menilai kinerja dari Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi  kewenangan
penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat
dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat
kabupaten/kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi di
kabupaten/kota tersebut belum terbentuk, kemudian kewenangan Komisi
Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi
publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
Adapun kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan
penyelesaian Sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik

tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
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C. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik dalam Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur
mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pada
dasarnya dibagi atas 2 (Dua) bagian yaitu penyelesaian sengketa informasi
publik di Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik di
Pengadilan dan Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa informasi publik di
Komisi Informasi terdiri dari 2 Cara yaitu dengan cara Mediasi (proses
penyelesaian sengkaeta informasi public antara para pihak melalui bantuan
mediator komisi informasi) dan dengan cara Ajudikasi Nonlitigasi (proses
penyelesaian sengketa informasi public antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi). Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik
di Pengadilan yaitu hanya pada tahapan Banding atas Putusan dari Komisi
Informasi, dan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung yaitu
penyelesaian sengketa tahap Kasasi atas Putusan Pengadilan.*

Pasal 1 angka 6 mengartikan bahwa Mediasi di Komisi Informasi
adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui
bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa melalui
Mediasi ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian
sengketa melalui Medias hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara
mengenai  tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya
permintaan informasi, tidak ditanggapi tidak sesuai sebagaimana yang
diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak
wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
UU KIP.

% Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung: Alumni
2001), him. 12.
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Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi
dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja dan jika diperlukan ditambah 7
(tujuh) hari kerja. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan
dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi. Apabila proses Mediasi
tidak mencapai kesepakatan atau gagal maka hasilnya dituangkan dalam
bentuk pernyataan dari Mediator bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil
atau gagal, dan dilanjutkan pada tahap Ajudikasi Nonlitigasi.

Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik bahwa Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi
Informasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para
pihak yan diputus oleh Komisi Informasi. Sesuai dalam Pasal 42 Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu
Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi oleh
Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan
tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa,
atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari
perundingan. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi dalam
prosesnya yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang
anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Sidang Ajudikasi
Nonlitigasi ini dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal
pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam
informasi yang dikecualikan makan sidang pemeriksaan bersifat tertutup, dan
anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen

tersebut.*

0 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, him. 14.
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D. Aturan-Aturan Keterbukaan Informasi Publik

Di Indonesia, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai
salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada
Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No0.39 Tahun 1999 tentang
HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada
Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi
manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-
hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan
Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.

Dalam konteks informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, kita
bias merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak atas informasi atau hak
untuk tahu (right to know) yang merupakan hak asasi yang dijamin yang
tertuang dalam dasar konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28F.
Tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci
apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan dan
belum jelas juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi.*

Fenomena inilah yang mengilhami Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik agar masyarakat umum mendapatkan hakhaknya mengetahui
segala informasi yang layak untuk diketahui tanpa ditutupi dengan dalih

apapun. Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi Indonesia dimana rancangan

* Firmansyah Arifin et al, Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar
Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Makhkamah
Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN),
2005), him.11.

*2 |man Harrio Putmana, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, him 2.
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Undangundang Keterbukaan Infromasi Publik dibahas sejak tahun 1999 dan
baru dilanjutkan kembali pada tahun 2005. Setelah tiga tahun dibahas,
akhirnya Undang-undang Keterbukaan Infromasi Publik disahkan DPR pada
3 April 2008 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
kemudian diundangkan pemerintah 30 April 2008 dan mulai berlaku dua
tahun setelah pengundangannya telah menorehkan Indonesia sebagai Negara
ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip
Keterbukaan informasi.*?

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin
berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  berdasarkan ketentuan didalam  Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah
lembaga Negara penunjang (state auxiliary organs) yaitu Komisi Informasi
yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Undang-undang ini juga membahas tentang bagaimana cara atau tata
laksana dalam mengelola, memberikan dan menyediakan informasi dan sarana
informasi publik. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang
bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini menyatakan
bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan

* Marbun, Hukum Administrasi Negara I, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013),
him.36.
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negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan
badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi. Semua itu adalah bentuk atau alasan
mengapa dibentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan. Pada undang-udang tersebut membedakan
atau mengklasifikasikan beberapa macam informasi yang dapat disediakan
yaitu, informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala pada
Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Pasal 10
dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Pasal 11. Undang-undang
ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi
juga membahas hak dan kewajiban pemohon dan pengguna, informasi publik
serta hak dan kewajiban badan publik, mekanisme memperoleh informasi dan
komisi informasi. Komisi informasi didalam undang-undang ini juga sangat
dibahas dan ditentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya sampai kepada
proses pengangkatan dan pemberhentian. Tidak hanya itu, dalam undang-
undang ini juga membahas megenai keberatan dan penyelesaian sengketa
melalui komisi informasi.Pada Bab VI Undang-undang Keterbukaan
Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini juga membahas dan mengatur
bagaimana mekanisme memperoleh informasi yang terletak pada Pasal 21.
Sedangkan untuk Komisi Informasi dibahas dan diatur pada Bab VIl Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini.

Dalam menjalankan tugasnya selain berdasarkan Undang-Undang No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi juga
telah memberlakukan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010
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mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik dan membuat mekanisme
untuk menyelesaikan masalah informasi publik. Tercatat Komisi Informasi
Pusat telah menerima 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 523 sengketa atau 64 persen telah selesai melalui

proses mediasi dan atau ajudikasi.**

* Fatoni, Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal
lus Constituendum, Tahun 2019, him. 82.



BAB TIGA
ANALISIS KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA
YARA DENGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA

A. Profil Komisi Informasi Aceh
Komisi Informasi-Aceh (KIA) mulai bekerja sejak dilantik pada 19

Juni 2012, tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Sumber
pendanaan untuk operasional KIA bersumber dari APBA dan/atau APBA-P.
Tahun 2013, KIA telah melaksanakan evaluasi Badan Publik dalam
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan menangani 11 Sengketa
Informasi Publik. Adapun visi dari Komisi Informasi Aceh yaitu: terwujudnya
tata Pemerintahan Aceh yang amanah dan transparan melalui penguatan peran
Komisi Informasi Aceh yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan undang-
undang keterbukaan informasi publik dan misi dari Komisi Informasi Aceh
yaitu:

- Menjalankan Norma, standar dan prosedur secara efektif dan
efisien sesuai UU KIP dalam mendukung pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik.

- * Mencerdaskan masyarakat dalam" mengakses dan memanfaatkan
informasi publik.

- Mendorong badan publik dalam memberikan pelayanan indormasi

publik yang mudah, murah dan cepat.

38
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Tugas, Fungsi dan wewenang Komisi Informasi Aceh

Komisi Informasi bertugas :

Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini;

Menetapkan kebijakan umum kebijakan pelayanan Informasi
Publik; dan

Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Fungsi Komisi Informasi Aceh yaitu:

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaanya menetapkan

petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa

Informasi Publik melauli Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Aceh berwenang:

Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik

tingkat provinsi yang bersangkutan.

Memanggil dan/atau  mempertemukan para pihak yang
bersengketa;

Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh
Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan

Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya pada

ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi publik.



40

- Mengambil Tanggung Jawab Komisi Informasi Aceh yaitu:

Komisi Informasi Provinsi Aceh bertanggung jawab kepada gubernur
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh.*

Struktur Komisi Informasi Aceh di pimpin oleh 5 orang komisioner
dengan bidang-bidang yang berbeda, berikut nama-nama komisioner Komisi
Informasi Aceh periode 2020-2024 yaitu:

1. Ketua Komisi Informasi Aceh : Arman Fauzi

2. Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh: Andy Rahmadsyah

3. Komisioner Bidang Kelembagaan: Nurlaily Idrus

4. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: Abdul Qudus

5. Komisioner Bidang (ESA) Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi):

Muhammad Hamzah

Pada bagian sekretaria Komisi Informasi Aceh didukung oleh seorang
Kepala Sekretariat, Penghubung Sekretariat, Tenaga Ahli serta 6 orang staf
kesekretariatan yang terdiri dari diantaranya: 2 orang staf Pembantu Panitera
Pengganti, merangkap juga sebagai Perencana Anggaran dan Bagian
Dokumentasi PSI, 1 orang staf Administrasi Umum/Petugas Meja Layanan, 2
orang staf Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset dan 1 orang staf

Operator Website dan Sosial Media.

B. Kronologis Sengketa Informasi Publik Antara YARA Dengan PT
Pupuk Iskandar Muda

Adapun kronologis sengketa informasi public yang terjadi antara
YARA dan PT PIM yaitu sebagai berikut, pada januari 2021 YARA telah

mengajukan surat permohonan informasi publik melalui email pihak PPID PT

* www.komisiinformasiaceh.qo.id, “Profil Komisi Informasi Aceh”, diakses

melalui: https://komisiinformasi.acehprov.go.id/ tanggal 03 Maret 2023.
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PIM yang berisi permohonan 3 item yaitu: 1) Realisasi program tanggung
jawab social dan lingkungan perusahaan (TJLSP) tahun 2020, 2) Realisasi
program tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJLSP) tahun
2021, dan 3) Realisasi MoU nomor 210/MoU/DIR/PIM/LSM/2019
22/MoU/2019 dengan Pemerintah Aceh tahun 2020 tentang program tanggung
jawab social lingkungan perusahaan (TJLSP). Alasan atau tujuan pihak
YARA meminta permohonan informasi tersebut kepada PT PIM yaitu untuk

keperluan pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pihak PT PIM tidak menanggapi permohonan informasi public dari
pihak YARA vyang telah dikirim melalui email atau surel PPID PT PIM,
sehingga pihak YARA mengajukan upaya keberatan terhadap Komisi
Informasi Aceh yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi public.
Kemudian pihak KIA memanggil kedua belah pihak yang bersengketa yaitu
YARA sebagai pemohon dan PT PIM untuk diselesaikan secara mediasi.
Namun tetap tidak ditemukan titik temu antara kedua belah pihak. Bagi PT
PIM mereka mengatakan bahwa mereka bukan publik seperti yang tercantum
dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
public, sehingga bagi PT PIM mereka tidak berhak memberikan informasi
yang dimintakan oleh pihak YARA.

Tahap penyelesaian sengketa informasi public antara YARA dengan
PT PIM sampai dengan tahap sidang secara litigasi oleh Komisi Informasi
Aceh, sehingga menghasilkan putusan dari KIA dengan nomor: 006/111/KI-
PS-SELA/2022 Komisi Informasi Aceh. Pada putusan nomor: 006/111/KI-PS-
SELA/2022 oleh Komisi Informasi Aceh berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan

memutus perkara sengketa informasi tersebut;
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2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pemohon dalam perkara tersebut;
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai Termohon dalam perkara tersebut.
Amar putusan Komisi Informasi Aceh dalam putusan nomor:
006/111/KI1-PS-SELA/2022 yaitu: -menolak permohonan pemohon dalam
register nomor: 006/111/KIA-PS/2022 untuk seluruhnya.

C. Analisis Kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) Dalam
Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Antara YARA Dengan PT
Pupuk Iskandar Muda.

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin
berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik ~ berdasarkan ketentuan didalam = Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah
lembaga Negara penunjang (state auxiliary organs) yaitu Komisi Informasi
yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang
Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga
Independent, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Sesuai dengan sistem
admininstrasi pemerintahan secara hierarchis (hierarki) Komisi Infromasi

dibentuk sebagai berikut :
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1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota NKRI.
2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota
Kabupaten/Kota (di Aceh disebut Komisi Informasi Aceh (KIA))
Pada Bab VII Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi
Informasi serta tata cara pembentukan, proses recruitment Komisi Informasi
dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Didalam Pasal 26 UndangUndang No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tugas dari Komisi
Informasi:
1. Secara umum bertugas
a. Menerima, memeriksa, dan  memutus  permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap
pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.
b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;dan
c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi Informasi Pusat bertugas:
a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik
didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;dan
c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya

berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
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kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota
bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi
publik didaerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Didalam Pasal Pasal 28 UndangUndang No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pertanggungjawaban Komisi Informasi, yaitu
Komisi Informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya
kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masing-masing dan menyampaikan
laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada
DPRD setempat, laporan lengkap yang disampaikanbersifat terbuka untuk
umum. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenangnya didukung oleh sekretariat Komisi yang dibentuk berdasarkan
undang-undang yang dijelaskan pada pasal 29 Undang-Undang No 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepala sekretariat disebut
dengan Sekretaris, dan staf sektretariatnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang
berfungsi tugas membidangi informasi dan komunikasi. Sedangkan beban
biaya pelaksanaan tugas Komisi Informasi ditetapkan oleh APBN untuk
Komisioner  Pusat, sedangkan pembiayaan  Komisioner Provinsi,
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh APBD masing-masing daerah.

Kewenangan Komisi Informasi dalam Pasal 27 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai
berikut: Ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki
wewenang:

1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang

bersengketa;
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2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;

4. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya
dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi
Publik; dan

5. membuat kode etik yang diumumkan kepada public sehingga

masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Ayat (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat
dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat
kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi
kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. Ayat (3) Kewenangan Komisi
Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang
menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Ayat (4)
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota
yang bersangkutan.

Pada sengketa informasi public antara YARA dengan PT PIM
sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis sengketa informasi public
diatas maka Komisi Informasi Aceh sudah menjalankan tugasnya sesuai
dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik. Pada putusan sela nomor 006/111/KI-PS-SELA/2022 oleh Komisi

Informasi Aceh majelis hakim Komisi Informasi Aceh berkesimpulan bahwa:
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1. Komisi Informasi Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara sengketa informasi tersebut;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pemohon dalam perkara tersebut;

3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai

Termohon dalam perkara tersebut.

Pada Amar putusan Komisi Informasi Aceh dalam putusan nomor:
006/111/KI-PS-SELA/2022 vyaitu: menolak permohonan pemohon dalam
register nomor: 006/111/KI1A-PS/2022 untuk seluruhnya.

Apabila dianalisis pertimbangan hakim Komisi Informasi Aceh pada
kasus YARA dengan PT PIM, maka kesimpulan dan amar putusan majelis
hakim menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu terkait legal
standing (kedudukan PT PIM) sebagai badan public tidak terpenuhi sesuai
dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang
menyebutkan bahwa:

“Badan Publik merupakan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara, yang sebahagian atau seluruh dana nya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintahan
sepanang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapaan dan belanja
daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”

Pertimbangan majelis hakim KIA terkait kedudukan hukum (legal
standing) PT PIM jika diuraikan berdasarkan putusan nomor: 006/1I/KIA-
PS/2022 yaitu bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2011
tentang penyertaan modal (Holdingisasi) Negara Republik Indonesia kedalam

PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan seluruhnya kedalam
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modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pupuk Sriwijaya dan
Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui Kementrian Hukum dan
HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073.AH.01.02 tanggal 5
januari 2012, maka PT Pupuk Iskandar Muda selaku Termohon dalam
sengketa informasi tersebut sesungguhnya telah dimiliki sepenuhnya oleh PT
Pupuk Indonesia (Persero) sebagai anak perusahaan BUMN. Maka
berdasarkan pernyataan diatas, maka majelis hakim komisioner berpendapat
bahwa PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah Badan Publik sebagaimana
dimaksud.

Jika melihat peran Komisi Informasi Aceh dalam kasus antar YARA
dan PT PIM, maka Komisi Informasi Aceh memutuskan sesuai
kewenangannya yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan
bunyi pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a, b, ¢
dan d, dan pasal 35 ayat (1) huruf ¢ UU KIP juncto pasal 6 ayat (4) Perki
(Peraturan Komisi  Informasi) PPSIP  (Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik) yang pada pokoknya aturan-aturan yang dipedomani oleh
komisi informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi public.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Perki PPSIP, sengketa informasi
public adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon
informasi public dan/atau pengguna informasi public yang berkaitan dengan
hak memperolen dan/atau menggunakan informasi public berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Majelis hakim komisioner berpendapat bahwa
sengketa informasi public yang terjadi antara YARA dengan PT PIM
bukanlah sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi Informasi Aceh (KIA)
tidak mempunyai peran atau wewenang untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa informasi tersebut. Namun dalam putusan nomor: 006/11I/KIA-
PS/2022 majelis hakim komisioner juga tidak menjelaskan dengan mendalam

mengapa PT. PIM bukan badan publik.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang kasus sengketa
inormasi public yang terjadi antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda,
maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Komisi Informasi Aceh mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa informasi publik sesuai dengan aturan Perki PPSIP (Per
Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik). Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan pemohon informasi public dan/atau pengguna
informasi public yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau
menggunakan informasi public berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Selain dari sengketa informasi publik, KIA wajib menolak
dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara
lain yang bukan wewenang KIA.

Pada kasus sengketa Informasi public yang terjadi antara YARA
dengan PT PIM terjadi ketidaksesuaian kewenangan majelis
komisioner KIA dalam mengadili sengketa. Majelis hakim komisioner
berpendapat bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa Informasi
Publik, sehingga Komisi Informasi Aceh (KIA) tidak mempunyai
wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi
tersebut. Pada pertimbangan lain dalam putusan nomor: 006/111/KIA-
PS/2022, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2011
tentang penyertaan modal (Holdingisasi) Negara Republik Indonesia
kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan
seluruhnya kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT

Pupuk Sriwijaya dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui
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Kementrian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0073.AH.01.02 tanggal 5 januari 2012, maka PT Pupuk Iskandar
Muda selaku Termohon dalam sengketa informasi tersebut
sesungguhnya telah dimiliki sepenuhnya oleh PT Pupuk Indonesia
(Persero) sebagai anak perusahaan BUMN. Maka berdasarkan
pernyataan diatas, maka majelis hakim komisioner berpendapat bahwa
PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah Badan Publik sebagaimana
dimaksud.
B. Saran

1. Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa Informasi
Publik haruslah cakap dalam menguraikan permasalahan sengketa
informasi publik, mulai dari aturan-aturan Perki PPSIP dan juga
aturan-aturan terkait berbagai badan public yang bersengketa sehingga
majelis komisioner Komisi Informasi Aceh dalam memutuskan suatu
sengketa informasi public sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
dan juga dapat dijadikan yurisprudensi yang layak bagi banyak
mahasiswa, akademisi, para profesi hukum dan berbagai macam
masyarakat umum lainnya.

2. Badan public dalam mengajukan permohonan informasi public kepada
badan public yang dimohonkan informasi, hendaknya melakukan
penelusuran terlebih dahulu baik tentang legal standing pihak yang
dimohonkan informasi ataupun terkait informasi-informasi yang
dimintakan harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public,
agar informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

3. Badan public yang memohon informasi public juga harus

mempergunakan informasi public yang didapatkan sesuai dengan



50

aturan yang berlaku agar tidak menyalahgunakan informasi yang
digunakan sebagai peluru untuk menembak instansi ataupun
perusahaan-perusahaan, ada baiknya informasi yang didapatkan
diharapkan dapat diterapkan untuk hal advokasi dan kemaslahan bagi

masyarakat dan Negara Indonesia.
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